MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR  125/PMK.05/2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA REBOISASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 299 huruf c
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana
Reb01sa31

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 /PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1031); ’

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGALOKASIAN DANA REBOISASI

Pasal 1 _
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Dana Reboisasi adalah dana yang dipungut atas
pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari hutan
negara. ' :
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10.

11.

12.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran yang
berasal dari bagian anggaran BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat
pada satuan kerja dari masing-masing PPA BUN baik di
kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja
di kementerian negara/lembaga yang memperoleh
penugasan dari Menteri Keuangan untuk
melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab
pengelolaan anggaran yang berasal dari bagian
anggaran BUN.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh
KPA BUN.

Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara
Umum Negara Pengelolaan Investasi Pemerintah yang
selanjutnya disebut IKD BUN adalah indikasi dana
dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah yang
penganggarannya hanya ditampung dalam bagian
anggaran BUN.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara
dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri
adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.

Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal
Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi
Kuasa BUN.

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disingkat BPDLH adalah unit organisasi
non-Eselon di bidang pengelolaan dana lingkungan
hidup yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
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Pasal 2

(1) Peraturan  Menteri ini mengatur  mengenai
pengalokasian Dana Reboisasi ke dalam DIPA BUN
Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian Anggaran
999.03).

(2) Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan saldo Dana Reboisasi yang ditampung
dalam rekening pembangunan hutan.

(3) Saldo Dana Reboisasi yang ditampung dalam rekening
pembangunan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) termasuk saldo dana yang berada dalam:

a. rekening cadangan Dana Reboisasi; dan

b. rekening yang digunakan untuk menampung
pendapatan jasa giro rekening pembangunan
hutan.

Pasal 3
Menteri selaku pengguna anggaran bagian anggaran BUN
menetapkan Direktur Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
sebagai KPA BUN yang menyalurkan Dana Reboisasi.

Pasal 4

(1) KPA BUN menyampaikan usulan IKD BUN Dana
Reboisasi kepada PPA BUN Pengelolaan Investasi
Pemerintah (Bagian Anggaran 999.03) beserta dokumen
pendukungnya.

(2) IKD BUN Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling tinggi sesuai dengan saldo Dana
Reboisasi yang berada dalam rekening sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3).

(3) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian
Anggaran 999.03) melakukan penilaian kelayakan atas
usulan IKD BUN Dana Reboisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(4) PPA BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (Bagian
Anggaran 999.03) menyampaikan hasil penilaian
kelayakan atas usulan IKD BUN Dana Reboisasi kepada
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan
pengalokasian anggaran Dana Reboisasi dalam APBN
yang merupakan pengeluaran pembiayaan.

(5) Penyampaian usulan IKD BUN Dana Reboisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian
kelayakan atas usulan IKD BUN Dana Reboisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada
Peraturan Menteri Keuangan mengenai penilaian
usulan indikasi kebutuhan dana pengeluaran
bendahara umum negara bagian anggaran pengelolaan
investasi pemerintah.

(6) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) berasal dari:

a. penerimaan pembiayaan dari rekening
pembangunan hutan yang bersumber dari
rekening pembangunan hutan dan rekening
cadangan Dana Reboisasi; dan
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b. penerimaan pembiayaan dari saldo anggaran lebih
yang bersumber dari rekening yang digunakan
untuk menampung pendapatan jasa giro rekening
pembangunan hutan,

dengan jumlah yang sama dengan Dana Reboisasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Pengalokasian anggaran Dana Reboisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian
anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara.

Pasal 5 .

(1) Berdasarkan alokasi anggaran untuk keperluan Dana
Reboisasi yang ditetapkan dalam APBN, diterbitkan
DIPA BUN sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan,
penelaahan, dan penetapan alokasi anggaran bagian
anggaran bendahara umum negara, dan pengesahan
daftar isian pelaksanaan anggaran bendahara umum
negara.

(2) DIPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran
Dana Reboisasi ke BPDLH.

Pasal 6

(1) Berdasarkan DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, KPA BUN mengajukan permohonan
pemindahbukuan Dana Reboisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 kepada Kuasa BUN Pusat.

(2) Berdasarkan permohonan pemindahbukuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kuasa BUN Pusat
menindaklanjuti dengan melakukan:

a. pemindahbukuan Dana Reboisasi dari rekening
pembangunan hutan dan rekening cadangan Dana
Reboisasi ke RKUN sebagai penerimaan
pembiayaan-penerimaan dari rekening
pembangunan hutan;

b. pemindahbukuan Dana Reboisasi dari rekening
yang digunakan untuk menampung pendapatan
jasa giro rekening pembangunan hutan ke RKUN
sebagai penerimaan pembiayaan dari saldo
anggaran lebih; dan

c. penyampaian surat pemberitahuan mengenai
pemindahbukuan Dana Reboisasi kepada KPA
BUN.

Pasal 7
(1) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf ¢, KPA BUN
mengajukan pencairan Dana Reboisasi kepada KPPN
mitra kerja BUN.
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(2) Pencairan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara sekaligus.

(3) Pencairan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditujukan ke rekening BPDLH.

(4) Pencairan Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran
pendapatan dan belanja negara atas beban anggaran
BUN pada KPPN.

Pasal 8

(1) BPDLH melakukan pengelolaan Dana Reboisasi yang
telah dicairkan ke rekening BPDLH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

(2) Pengelolaan Dana Reboisasi oleh BPDLH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

a. pemupukan dana; dan
b. penyaluran dana.

(3) Pemupukan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, dilakukan melalui investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang.

(4) Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, digunakan untuk fasilitas dana bergulir.

(5) Pemupukan dana dan penyaluran dana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) KPA BUN menyampaikan pemberitahuan kepada Kuasa
BUN Pusat setelah seluruh Dana Reboisasi dialihkan ke
BPDLH.

(2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kuasa BUN Pusat melakukan penutupan
rekening pembangunan hutan.

(3) Dalam hal masih terdapat saldo Dana Reboisasi setelah
pemberitahuan oleh KPA BUN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), saldo Dana Reboisasi disetor ke kas
negara sebagai penerimaan negara bukan pajak BUN.

(4) Tata cara penutupan rekening pembangunan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
pengelolaan rekening milik bendahara umum negara.

Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. '
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 798

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
b,
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

L

MAS SOEHARTO G
NIP 196909221990011001
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